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PENGARUH DOKTRIN ''PIERCING THE CORPORATE VEIV

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TERHADAP KEMaNDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

Oleh

Misahardi Wilamarta^ dan Roedjiono^

INTISARI

Piercing The Corporate Veil merupakan salah satu doktrin dari ajaran hukum negara-
negara Common Law Legal System, yang secara tidak langsung diterima dalam hukum
perseroan di Indonesia khususnya dalam UUPT sebagai dampak globalisasi. Diterimanya
doktrin tersebut dalam UUPT, pada pelaksanaannya banyak menimbulkan salah paham atau
salah tafsir, terutama mengenai pertanggungjawaban secara terbatas dari FT.

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian
hukum yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan {Library Research) dengan data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lokasi penelitian
dilakukan di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta dengan metode pengumpulan datanya yaitu
studi dokumen, wawancara serta observasi pengalaman pribadi.

Doktrin Piercing The Corporate Veil merupakan penyingkapan tabir perseroan yang
meniadakan keterbatasan tanggung jawab dalam PT, bagi pemegang saham (sebelum PT
menjadi badan hukum) dan Direksi serta Komisaris (setelah PT menjadi badan hukum) yang
melakukan perbuatan melawan hukum merugikan perseroan, Shareholders dan Stakeholders.
Shareholders dan Stakeholders yang dirugikan tersebut dapat menggunakan hak-hak tertentu
sebagaimana diatur dalam UUPT yaitu Hak Perseorangan {Personal Right), Preemtive right.
Appraisal Right, Derivative Right, dan Enqueterecht sebagai upaya hukum untuk melindungi
kepentingannya. Adapun pemegang saham yang berkuasa, Direktur dan Komisaris perseroan
yang memiliki jabatan strategis dan tidak beritikad baik serta melakukan perbuatan melawan
hukum merugikan kepentingan perseroan. Shareholders dan Stakeholders, umumnya
memanfaatkan doktrin Corporate Opportunity dan Fiduciary Duties. Dalam rangka
perlindungan hukum terhadap Shareholders dan Stakeholders, maka doktrin Piercing The
Corporate Veil itu perlu diterapkan, sehingga pemegang saham, Direktur dan Komisaris
pengurus perseroan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Kata kunci: Piercing the Corporate Veil, UUPT.

' Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta.
^ Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
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